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Pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Bank BUMN Persero selamaini
belum berjalan secara maksimal, karena dalam hal terpidanatidak dapat membayar pidana uang pengganti,
terpidana dimungkinkan memilih opsi berupa pidana penjara tambahan sebagai alternatif dari uang
pengganti tersebut. Penelitian ini menganalisa kerugian Negara atau kerugian BUMN Persero menurut
hukum keuangan publik dan memberikan solusi agar pengembalian kerugian melaui pidana uang pengganti
tersebut dapat efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif doktrinal, dengan pendekatan kasus
untuk menghasilkan output berupa pemecahan masalah secara preskriptif evaluatif.

Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa terdapat dualisme dalam mengidentifikasi kerugian
negara atau kerugian BUMN Persero pasca putusan pengadilan perkara pidana yang berkekuatan hukum
tetap, yaitu apakah berdasarkan dari sisa kewajiban yang belum dibayar atau total seluruh kerugian, Selain
itu agar kerugian tersebut tidak selalu diklasifikasikan sebagai kerugian Negara yang berujung pada perkara
tindak pidanakorupsi, penerapan prinsip prudential banking, dan Business Judgement Rule oleh pihak
BUMN Persero mutlak harus diterapkan. Uang pengganti dapat diefektifkan melalui mekanisme Tuntutan
Ganti Rugi kerugian negara dan Gugatan Perdata kerugian Bank BUMN Persero, pengembalian kerugian
dimaksud dapat mengadopsi konsep pemulihan kerugian pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016
tentang Tuntutan Ganti Kerugian Negara secara mutatis mutandis.

<hr /><i>An additional penalty of compensation in State Owned Enterprises corruption case has not been
maximally executed, it happened because if the convict can not pay the additional penalty of compensation,
they might choose additional imprisonment as another aternative. This study analyzesthe State's or State
Owned Bank Enterprise’s losses according to the public financial law and then provides solution so that the
reversion of the State's or State Owned Bank Enterprise’s losses could get an effective execution. The
method used in this study is normative juridical doctrinal , with case approach to bring a problem solving
which is evaluative prescriptively as an output.

Based on the method used, it is found that there was a dualismin defining state's loss or State Owned Bank
Enterprise’s |osses after a court verdict, which its judgement define by the outstanding of its losses or by
total state'sloss. Besides, in order that the |osses are not always considered as a state's |osses which will
lead to the corruption case, the implementation of prudential banking and Business Judgment Rule
principles must be implemented. The additional penalty of compensation can be effective through the
mechanism of Recovery Law Suit state'slosses or Civil Law Suit State Owned Bank Enterprise’slosses,
then the recovery procedure can adopt the concept in Government Regulation No. 38 of 2016 regarding
State Recovery Law Suit as mutatis mutandis basis.</i>
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